BUPATI SAMBAS
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 10 TAHUN 2015
TENTANG

TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN, PENATAUSAHAAN,
PERTANGGUNGJAWABAN, PELAPORAN, MONITORING DAN EVALUASI
HIBAH PEMILIHAN BUPATI SAMBAS DAN WAKIL BUPATI SAMBAS

Menimbang

Mengingat

TAHUN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMBAS,

bahwa dalam rangka pemberian hibah
penyelenggaraan Pemilihan Bupati Sambas dan Wakil
Bupati Sambas yang tertib administrasi, transparan
dan dapat dipertanggungjawabkan (akuntabel) perlu
disusun tata cara penganggaran, pelaksanaan,
penatausahaan, pertanggung jawaban, pelaporan,
monitoring dan evaluasi;

hahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana
huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan,
Penatausahaan, Pertanggungjawaban, Pelaporan,
Monitoring dan Evaluasi Hibah Pemilihan Bupati
Sambas dan Wakil Bupati Sambas Tahun 2015;

Undang-Undang Nemor 27 Tahun 1959 Tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun
1653 Pembentukan Daerah Tingkat 11 di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun
1953, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 352) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1939, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 1820},

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 447, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4286);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan  Pengelolaan dan  Tanggungjawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4400);



5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

10.

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4456);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 5587)
sehagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor @ Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran
Megara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomer 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor & Tahun 2015 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pemilihann Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5678},

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang telah
beberapa kali diubah dan terakhir dengan Peraturan
Presiden Nomor 172 Tahun 2014 tentang Perubahan
Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 368, tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor5642);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah dua kali diubah dan terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Bernita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);



11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007
tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan
Umum HKepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009  tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan
Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Walkil
Kepala Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan
Sosial, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman
Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;

14, Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun
2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun
2008 Nomor 4);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 9 Tahun
2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan
Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sambas
(Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2008
Nomaor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA

PENGANGGARAN, PELAKSANAAN, PENATAUSAHAAN,
PERTANGGUNGJAWABAN, PELAPORAN, MONITORING
DAN EVALUASI HIBAH PEMILIHAN BUPATI SAMBAS DAN
WAKIL BUPATI SAMBAS TAHUN 2015.

BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1.

2
3.

Pemerintah Daerah adalah Bupati Sambas dan Perangkat Daerah
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Bupati adalah Bupati Sambas.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD
adalah lembaga perwakilan rakyal daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah.

Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut
Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD.
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20,

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas selanjutnya disebut KPU
Kabupaten Sambas adalah Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Walkil
Bupati Sambas.

Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Sambas selanjutnya  disebut
Panwaslu Kabupaten Sambas adalah panitia yang dibentuk oleh
Bawaslu untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan
Wakil Bupati Sambas.

Kepolisian Resort selanjuinya disebut Polres adalah Polres Sambas.
Komando Daerah Militer selanjutnya disebut Kodim adalah Kodim
1202 ABW Singkawang.

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam
rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai
dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekavaan yang
herhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat
APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang
dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD
dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

Belanja Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sambas adalah
belanja yang dianggarkan dalam APBD diberikan kepada EKPU
Kabupaten Sambas, Panwaslu Kabupaten Sambas, Polres Sambas
dan Kodim 1202 ABW Singkawang.

Panitia Pemilihan Kecamatan selanjutnya disebut PPK adalah panitia
yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Sambas untuk menyelenggarakan
Pemilihan di tingkat kecamatan atau nama lain.

Panitia Pemungutan Suara selanjutnya disebut PP3 adalah panitia
yvang dibentuk oleh KPU Kabupaten Sambas untuk menyelenggarakan
Pemilihan di tingkat Desa atau nama lain.

Kelompek Penyelenggara Pemungutan Suara selanjutnya  disebut
KPPS adalah kelompok vang dibentuk oleh FP3  untuk
menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.
Tempat Pemungutan Suara selanjutnya disebut TPS adalah tempat
dilaksanakannya pemungutan suara.

Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan selanjutnya disebut Panwaslu
Kecamatan adalah panitia yang dibentuk Panwaslu Kabupaten
Sambas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan
Wakil Bupati Sambas di wilayah kecamatan.

Pengawas Pemilu Lapangan adalah petugas yang dibentuk oleh
Panwaslu Kecamatan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Sambas di desa atau nama lain.

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat FFRD
adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang
mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak
sebagal Bendahara Umum Daerah.

Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat
SKPKD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang
melaksanakan pengelolaan APBD.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD
adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna
anggaran /barang,
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Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD
adalah Tim yang dibentuk dengan Keputusan Kepala Daerah dan
dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan
serta  melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka
penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana
daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan,

Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA-
PPKD adalah rencana kerja dan anggaran badan /dinas/biro
keusngan/bagian keuangan selaku Bendahara Umum Daerah.
Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang seclanjutnya dsingkat
DPA-PPED merupakan dokumen pelaksanaan ANgEATAN
badan /dinas/biro keuangan/bagian keuangan selalku  Bendahara
Umum Daerah.

Hibah adalah pemberian uang/ barang atau jasa dari pemerintah
daerah kepada pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah,
masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik
telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak
mengikat, serta bersifat sementara dan tidak terus menerus setiap
tahun anggaran kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-
undangan, yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraarn UrLsan
pemerintah daerah.

Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD adalah
naskah perjanjian hibah yang bersumber dari APBD antara
pemerintah daerah dengan penerima hibah,

BABE II
RUANG LINGEUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi penganggaran, pelaksanaan
dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring
dan evaluasi pemberian hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sambas
Tahun 2015 yang bersumber dari APBD.

(1)
12)

1]

(1)
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Pasal 3

Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berupa uang.

Pengadaan barang dan jasa dalam rangka hibah sebagaimana
dimaksud avat (1) berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.
Pemberian hibah scbagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan
untuk menjamin terselenggaranya Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Sambas Tahun 2015.

Pasal 4

Pemerintah Daerah dapat memberikan hibah sesuai kemampuan
keuangan daerah.

Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sambas Tahun 2015
diberikan kepada:

a. KPU Kabupaten Sambas;

b. Panwaslu Kabupaten Sambas;
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c. Polres Sambas; dan
d. Kodim 1202 ABW Singkawang,.

BAB Il
PENGANGGARAN

Pasal 5

Penganggaran Belanja Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Sambas Tahun 2015 dibebankan pada APBD Kabupaten Sambas.
Belanja Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sambas
sebagaimana dimaksud ayat (1) diperuntukan untuk kebutuhan
meliputi:

a. Honorarium Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Sambas,
Gelretariat KPU Kabupaten Sambas, Anggota Pokja KPU
Kabupaten Sambas, PPK, Sekretariat PPK, PPS, Sckretariat PPS,
KPPS, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, Panwaslu Kabupaten
Sambas, Sekretariat Panwaslu Kabupaten Sambas, Anggota Pokja
Panwaslu Kabupaten Sambas, Panwaslhu Kecamatan, Scekretariat
Panwaslu Kecamatan, Anggota Pokja Panwaslu Kecamatan dan
Petugas Pengawas Pemilu Lapangan di Desa. Khusus untuk
honorarium Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Sambas diberikan
sepanjang tidak duplikasi dengan uang kehormatan berdasarkan
peraturan KPU.

b. Barang dan Jasa terdiri dari barang pakai habis, bahan/material,
jasa publikasi, jasa kantor, jasa konsultan audit dan advokasi
hukum, pencetakan, BEM kendaraan, SCWa
rumah/gedung/gudang, sewa sarana mobilitas, perlengkapan dan
peralatan, makanan dan minuman, perjalanan  dinas,
pendistribusian surat suara, serta verifikasi dan rekapitulasi calon
perseorangarn.

Standar penetapan biaya penyelenggaraan Pemilihan Bupati Sambas

dan Wakil Bupati Sambas untuk KPU Kabupaten Sambas dan

Panwaslu Kabupaten Sambas tercantum dalam Lampiran I Peraturan

Bupati ini.

Standar penetapan biaya pengamanan penyelenggaraan Pemilihan

Bupati Sambas dan Wakil Bupati Sambas untuk Polres Sambas

tercantum dalam Lampiran [l Peraturan Bupati ini.

Standar penetapan biaya pengamanan penyelenggaraan Pemilihan

Bupati Sambas dan Wakil Bupati Sambas untuk Kodim 1202 ABW

Singkawang tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.

Honorarium sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a ditetapkan

dengan mempertimbangkan dan memperhatikan azas efisiensi,

kepatutan dan kewajaran.

Standar satuan harga atas barang dan jasa schagaimana dimaksud

pada ayat (2) huruf b ditetapkan dengan mempertimbangkan azas

efisiensi, kepatutan dan kewajaran yang disesuaikan dengan harga
vang berlaku setempat.

Pasal 6

Penerima hibah menyusun Rencana Kebutuhan Biaya dan
menyampaikan usulan hibah secara tertulis kepada Bupati.
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Rencana Kebutuhan Biaya sebagaimana dimaksud pada avat (1)
disampaikan kepada Bupati untuk ditampung dalam Rencana Kerja
dan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (REA-FPED).
Usulan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1} ternbusan
disampaikan kepada Kepala Bagian Kemasvarakatan Sekretariat
Daerah Kabupaten Sambas,

Usulan Hibah secara tertulis, sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
paling sedikit memuat:

. Dasar,

Latar belakang;

Tujuan;

Jumlah uang;

Penggunaan uang;

Waktu penggunaan Uang.

m

MmO ooO o

Pasal 7

Bupati menunjuk Kepala Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan
Perlindungan Masyarakat Kabupaten Sambas untuk melakukan
evaluasi usulan hibah KPU Kabupaten Sambas.

Bupati menunjuk Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Sambas untuk melakukan evaluasi usulan hibah Panwaslu
Kabupaten Sambas, Polres Sambas dan Kodim 1202 ABW Singkawang.
Kepala Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat
Kabupaten Sambas dan Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Sambas sebagaimana dimaksud ayat (1) dan avat (2)
menyampaikan hasil evaluasi kepada Bupati melalui TAPD.

RKA-PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2} dibahas
bersama antara TAPD dengan mengikutsertakan KPU Kabupaten
Sambas, Panwaslu Kabupaten Sambas, Polres Sambas dan Kodim
1202 ABW Singkawang.

Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk
mengevaluasi Rencana Kebutuhan Biaya Pemilihan Bupati Sambas
dan Wakil Bupati Sambas sesuai dengan standar yang ditetapkan
Bupalti.

Pasal 8

Hibah berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD.

RKA-PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar
penganggaran hibah dalam APBD sesuai peraturan perundang-
undangan.

Hibah berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan
dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja hibah, obyek
penerima, hasil belanja hibah, dan rincian obyek belanja hibah pada
PPKD.



(1]

(2]

(1)
(2]

(1)

12)
(3)
(4]
()

(1]

BAB IV
PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN

Pasal 9

PPKD menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA} setelah
Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang
Penjabaran APBD ditetapkan,

PPKD selaku Bendahara Umum Daerah mengesahkan DPA-PPKD
setelah mendapat persetujuan Sekretaris Daerah selaku Koordinator
Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pasal 10

Setiap pemberian hibah dituangkan dalam NFHD yang ditandatangani
bersama oleh Bupati dan penerima hibah.

NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat
ketentuan mengenai:

a. pemberi dan penerima hibah;

b. tujuan pemberian hibah;

¢. besaran/rincian penggunaan hibah yang akan diterima;

d. hak dan kewajiban pemberi dan penerima hibah;

e. tata cara penyaluran/penyerahan hibah; dan

f. tata cara pelaporan hibah.

Pasal 11

Bupati menetapkan daftar penerima hibah beserta besaran uang yang
akan dihibahkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan Peraturan
Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran
APBD.

Daftar penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi
dasar penyaluran/penyerahan hibah.

Penvaluran/penverahan hibah dari pemerintah daerah kepada
penerima hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD.
Penyaluran uang kepada penerima hibah, dapat dilakukan beberapa
tahap, sesuai kesepakatan sebagaimana terdapat dalam NPHD.
Pencairan hibah dalam bentuk uang dilakukan dengan mekanisme
pembayaran melalui rekening Bank Penerima Hibah.

BABV
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 12

KPU Kabupaten Sambas menyampaikan laporan pertanggungjawaban
penggunaan belanja hibah kepada Bupati melalui PPKD dengan
tembusan Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan
Masyarakat Kabupaten Sambas.



(2} Panwaslu Kabupaten Sambas menyampaikan laporan pertanggung
jawaban penggunaan belanja hibah kepada Bupat melalui PPKD
dengan tembusan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten
Sambas.

(3) Polres Sambas menyampaikan laporan pertanggungjawaban
penggunaan belanja hibah kepada Bupati melalui PPKD dengan
tembusan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sambas.

(4) Kodim 1202 ABW Singkawang menyampaikan laporan pertanggung
jawaban penggunaan belanja hibah kepada Bupat melalui PPKD
dengan tembusan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten
Sambas.

(5] Penvampaian laporan pertanggungjawaban penggunaan belanja hibah
Pemilihan Bupati Sambas dan Wakil Bupaii Sambas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), ayat (2], ayat (3) dan ayat (4] dilakukan paling
lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya selurubh tahapan
penyelenggaraan Pemilihan Bupati Sambas dan Wakil Bupati Sambas.

Pasal 13

Pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pemberian hibah meliputi:
Usulan dari calon penerima hibah kepada Bupati;

Keputusan Bupati tentang penetapan penerima hibah;

NPHD;

Pakta Integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah
yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD; dan

e. bukl transfer uang atau bukti pembayaran atas pemberian hibah.

po o

Pasal 14

(1) Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas
penggunaan hibah yang diterimanya.

(2) Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi:

a. laporan penggunaan hibah;

b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah
vang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan

c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan
perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang.

(3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan
b disampaikan kepada Bupati melalui SKPD terkait dan SKPD terkait
meneruskan ke PPKD melalui Bendahara Pengeluaran PPKD dengan
tembusan ke Bagian Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Kabupaten
Sambas.

(4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c
asli disimpan dan digunakan oleh penerima hibah selaku obyek
pemeriksaan dan fotocopy disimpan SKPD terkait.

(5) Apabila sampai dengan berakhirnya kegiatan pelaksanaan Pemilihan
Bupati Sambas dan Wakil Bupati Sambas masih terdapat sisa dana
hibah pada Bendahara Belanja Hibah KPU Kabupaten Sambas, sisa
dana hibah pada Bendahara Panwaslu Kabupaten Sambas, sisa dana
hibah pada Bendahara Polres Sambas dan sisa dana hibah pada
Kodim 1202 ABW Singkawang, wajib menyvetor kembali sisa dana
hibah sepenuhnya ke Kas Daerah.
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KPU Kabupaten Sambas bertanggung jawab secara fisik dan keuangan
terhadap belanja hibah Pemilihan Bupati Sambas dan Wakil Bupati
Sambas vang dikelola oleh KPU Kabupaten Sambas.

Panwaslu Kabupaten Sambas bertanggung jawab secara fisik dan
keuangan terhadap belanja hibah Pemilihan Bupati Sambas dan Wakil
Bupati Sambas yang dikelola oleh Panwaslu Kabupaten Sambas.
Polres Sambas bertanggung jawab secara fisik dan keuangan terhadap
belanja hibah Pemilihan Bupati Sambas dan Wakil Bupati Sambas
vang dikelola oleh Polres Sambas.

Kodim 1202 ABW Singkawang bertanggung jawab secara fisik dan
keuangan terhadap belanja hibah Pemilihan Bupati Sambas dan Wakil
Bupati Sambas yang dikelola oleh Kodim 1202 ABW Singkawang.

Pasal 15

Realisasi hibah dicantumkan pada laporan keuangan pemerintah daerah
dalam tahun anggaran berkenaan.

(1)
12)

(3]

(4]

(3]

(1)
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BAB V
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 16

SKPD terkait melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian
hibah.

Monitoring dan Evaluasi, sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan
paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 {satu) tahun.

Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepala SKPD yang
mempunyai tugas dan fungsi pengawasan.

Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada
avat (3) terdapat penggunaan hibah yang tidak sesuai dengan usulan
yvang telah disetujui, maka SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi
pengawasan dapat melakukan tindak lanjut pemeriksaan.

Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (I} dilaporkan
kepada Bupati.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Apabila Pemerintah Daerah belum menganggarkan belanja hibah
Pemilihan Bupati Sambas dan Wakil Bupati Sambas dalam AFPBD
tahun anggaran berkenaan, maka Pemerintah Daerah dapat
menyesuaikan anggaran mendahului Perubahan APBD dengan cara
mengubah Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD tahun
anggaran berkenaan sebagai dasar pelaksanaan, untuk kemudian
ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD tahun
anggaran berkenaan,

Penyesuaian anggaran mendahului Perubahan APBD sesuai ayat (1]
diberitahukan kepada DPRD.



BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan  Pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 17 April 2015

BUPATI SAMEBAS,
TTD

JULIARTI DJUHARDI ALWI

Diundangkan di Sambas
pada tanggal 17 April 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS
TTD
JAMIAT AKADOL
BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2015 NOMOR 10

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

mbina (TV /a)
NIP. 19640112 200003 1 003



LAMPIRAN 1
FOMOHR
TANGGAL
TENTANG

PERATURAN BUPATI SAMIEAS

I0 TAHUN 2015
17 APRIL 2015

TATA CARA PENCGANGOARAN, PELAKSANAAN, PENATALIBAHAAN,
PERTANGOUNCGIAWAHAN, PELAPORAN, MONITORING DAN
EVALUAST HIBAH PEMILIHAN BUPATI SAMEBAS DAN WAKIL BLUPATI
SAMBAS TAHUN 2015

e B i
STANDAR PENETAPAN BIAYA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN

PEMILIHAN BUPATI SAMBAS DAN WAKIL BUPATI BAMBAS

UNTUK KPU KABUPATEN SAMBAS DAN PANWASLU KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2015

JUMLAH

HARGA

NO URALAN VOLUME | SATUAN (Ral HETERANGAN
2 a & 8 [
HOMNOREARIUM
1|KFU Kabupaten masy  kerja  peling
a, Ketua 1 arg org/Hn 5,000 00, O lama 8 bulan
h. Anggota 4 org org/bln & S0, TR0 O eda
MBekretariat KPU Kabupaten
n. Sekreiaria 1 org arg/ bin 2,060, 000,00 ada
k. Kasuhag 4 Org org) bin 1, 250,000.00 ada
c, Bendahara 1 org orp/hin 1,000 000, 0 srla
d. Pelaksatna 8 org org, bl TS0, 000,00 iR
e. Tenags Pendukung Sorg o bln SO0, 000, D0 mda
A Anggota Pokja KPU Kabupaten masa kerja  paling
a. Pengarah 1 arg org/ bln Z00, 000,00 lama 3 bulan
b, Ketua 1 org o/ iln 250, 000,04 aila
. Sekretaris 1 org org/ hin 00,000 D) ads
d. Angeota T org org,bln 1540 000,00 siin
4lPanitia Pemnilihan Kecamatan (PPK) masa kera paling
. Ketua 1 org arg/ bln 1,250, 000,00 lama 8 bulan
b. Anggota 4 org org,/bln |0, (000 ada
5| Sekretariat Panita Pemilihan
Kecamatan {PPR]
a, Seloetaris 1 org o/ bl B, (e D0 Bcin
b. Benddahara 1 arg org/bin G0, D0, D0 il
. Angeata 3 org org/ bin S0, (0,00 sl
6| Pemitia Pemunguian Suara (FPS)
a. Ketua 1 org arg/ bln S00,000.00 sida
b AmgEota 2 org org, hin 0H0, CHO . EME sclia
TlSekretariat Pamitin Pemungutan
Sunm [FFS)
a. Selkretars 1 org aeg, bin O OO0, 00 sdn
h, Urusan Teknis 1 org org )/ ln 300, 000,00 ada
Penyelenggaraan
&, Uruean TU Keunngan i org org/hin 300 00000 mla
AlKelomperk Pemyelenggara masa kerja paling
Pemunguian Suar (KPPS) lama 2 bulan
a Ketua 1 arg ofgS paloet k], D00 D scki
b, Anggoia 0 org orgf paket 06, e, D0 aria
¢, Linmas 3 org org/ paket 20600, D00 430 ueli




JUMLAH HARGA
HO URAIAN VOLUME | SATUAN (Rp) KETERANGAN
1 3 a ] ] L]
oiPetugas Pemutakhiran Data masna kerja paling
Pemilih [PPDF) : lama 2 bulan;
a. Honor 1 arg oag bln 200,000.00 dapat lebih dart sat
b. Transportasi lokal 1 org org/bin 1043, Q0000 Oramg sesual dengan
raalonalisasi jumkah
pemilih
I Petugas rekrutmen calon anggota
PPK dan FPS kecamatan masa kerja paling
f. Homor 1 omg org/ hin 3040, 000, 00 lama 1 bulan
11fTenaga Operator [T masa kema  paling
a. Tingkat Kabupaten 3 org org hln 400, 00000 lama 8 bulan
b. Tingkat Kecamalan 1 org org, hln 0, D00 sila
12| Panwaslu Kabupaten
a, Ketua 1 org orgfhin 5,00, Celh, i masa  kena  paling
k. Anggota 2 org orgfhin 4 5000, 00000 lama 8 bulan
ada
13| Sekretarial Panwasla
Kabuparemn
i, Sekretans | arg af bl 3,00, RO, O L H
b. Bendahars 1 org orgfhin 1,000, 00 sila
. Tenagn Pendukung + orp org/bln SO, N0 00 aida
14| Anggota Pokga Panwmsiu masa kerja  paling
Eabupaten lama 2 bulan
i, Keiua 1 org org,/ Biln 2540, 000,00 sdln
b. Sekretars 1org arg, bln 2000, 0000 sda
e, Anggota £ org org/ bin 150,000, 00 ada
15|Panwasiu Kecamatan
a. Ketun 1 org org/ bln 1,250 000, 00 masa  kerje  paling
L. Anggoin 3 arg arg/ bln 1 0e, 0. 0 lama 8 hulan
sia
16{Sekretariat Panwasly Kecamatan masy kerja  paling
A. Sekretaris 1 arg arg/ bin SO0 000,00 lama & bulan
b, Bendahara | org org/ hin <00, (0. D0 aila
c. Tenage Pendukung 1 org org) bin 250, 000,00 Sda
1 TlAngeoa Pokja Panwaslu masa kerja  paling
Kecamatan lama 2 bulan
A Ketua 1 ovg org/ ity 200, 0000 sda
b Sekretarns 1 org arg, bin | 50,000 0 ada
c. Anggota 4 oTE org/ bin L0, e 0, O ada




JUMLAH HARGA
TRAIAN KETERANGAN
ey VOLUME | SATUAN (®p)
1 a2 3 4 ] 6
18|Petugas Pengawas Pemiiu 1 oTg arg/bin S0, R0, O mass ketja paling
Lapangan di Desa [PFPL} lama 2 bulan
BUPATI SAMBAS,

Salingn Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HURUM .
DAN PERU S

MARIANIS
Pembina [ (IV /a)
NIE, 19640112 200003 1 003
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LAMPIRAN [I PERATURAN BUPATI SAMBAS

MOMOR 10 TAHUN 2015

TANGCRAL 17 APRIL 2015

TENTANG TATA CARA FENGANGGARAN, PELAKSANAAR. PENATALISAHAAN,

PERTANGOUNCLIAWABAN, PELAPORAN, MORITORIRG AN
EVALLFAST HIEAH PEMILIHAN BUPAT] SAMBAS DAN WARIL BUPATI
HAMBAS TAHUN 2015

STANDAR PENETAPAN BIAYA PENGAMANAN PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN BUPATI SAMBAS DAN WAKIL BUPATI SAMEAS UNTUK POLRES SAMBAS TAHUN 2015
JUMLAH HARGA
TRALAN HETERANGAN
o VOLUME | SATUAN Ry
3 2 k] L] L] &
1 |Boyn  Unng  Saka  untak  Keglatnn o Fen e o he 200, 1000
Prslnn, / Prmssepiien dian Perigapm
Prsdon | Peisyusimm IFT M Rlasn Kainparae
Tennigg/ Pessunguinn Suara) Penctapan den  Pengam
Cukm  Tephib/EK0  Demss dan Bomoh  Foldo
Kallar Thakurgut Kodal s O Bes
2 |maya Dsmw Saluen  wok  Hegision  Pemd (s g/ hir 2 AWML, M
Ppadom f Fenyampasan don Pengussum
it Penyunura VT i Knmparyr,
enang, Pemiingutan Sam ) Frastapan dion Preglon
Ciloni  Topilis/BED  Dabmss dan  Orssod Pol
Kalbar Tiukuangan Endal ke Ops Hes
4 |tHaya Jasa Anghast ok Kegiatan Mose Koy M) L org iy hr A HHLANE
o Pemurgaian S Penetapan dan Pengumamars
& Terpilib
4 [Bimpn  Kodal ok kegamen  MHaas o pariye W 1 org wip ST FREERY: 5]
Tetinry, Prmungutan Susmy Peocmpan don Premoam s
Cadom Trerpil
5 |oimes  Makmn  Mipom  wnok  KopmEan  Pendafintan
Paslen [ Peegnmpainn dan Fengumumunny
Fraslon) Pompwasanan PTG by Pasakan /M
Kamgarne Masa  Tenomg/ Preousgaian Soparme e
Pengumsamun Calim Terpitih/Lat
JHorsobdsal K0 Dalmas  dam Brimob Pk
Halftwar /Dot kumpan Kol Kn Cpa Res
0, Muknis 1 arg b il kil
lo. Anaick 1 ong org e 10 EE M)
6 |Boya ek Hes untuk  Kegman  Peredafia 1 org urgthr ERLLIREH
on, Pervasipaing dan mnnl.ﬂ
Pralon |/ Pemyasanins CHET f Miassa Enmjnye
Tt S Pemumguisn Susnn ) Peostapan dan. Pengumamans
jon Terpiliby /Tilingan Kodal Ki ©ps Hes
7 |l Lat s Ops
. Alins Alongins (W ] org b EL k]
b Miin Lat 1 org org/ hr 0K M)
¢, Horse Instrukour | oy org jnm 01 (K, TH
8 |Dulmangan Kasas Lidik 1 Kasus 10BN MO, e
t [MISKD PANEL DAN PANEL DATA OFERAS
i, Prshon don Peewdl Data Polres 1 (253 &, SO, D00
b iPoska dan Fanel Dam Polsck dajanan 1 Pt L 2o0e0) M)
10 [Bavs Pemibsasmn Spanibak ] Erinh | OO0 Y
11 |DUETRAN PAM TES  SERTPAS
- Herpas darml L g o /hr ¥ 5 AHHTHE
b e - - - = peprrsunikon desgny harga BEAM
Hesmi yung dilkeluarkan oleh Prescrinnah
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HOMOE 10 TAHUN 2015
TANGGAL 17 AFRIL 2015

TENTANG TATA CARA PENCHANGOGARAN, FELAKSANAAN, PENATALISAHAAN,
PERTANGOUNGIAWABAN, PELAPORAN, MONITORING DAN
EVALUAST HIRAH PEMILIHAN BUPATE SAMBAR DAN WAKIL BLUPATH
ZAMBAS TAHUN 2015

STANDAR PENETAPAN BIAYA PENGAMANAN PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN BUPATI SAMBAS DAN WAKIL BUPATI SAMBAS UNTUK KODIM 1202 ABW SINGKAWANG TAHUN 2015

oinl TRAIAN HARGA HKETERANGAN
YOLUME BATUAN IH!I
1 2 3 i 5 5]
Frimyn Llinng Sakoa 1 g arg/ b 1LCe0e Y
1 [|HinFn Moknar M
Makun 1 g o/ hr 15 (WKL O
hsari SHE, THMD CED

3 |Blaya Kndnl Darssigas 1

= memyraunikni dengan hagn DAM
Remmi v dikeluarknn ofeh
Pemerinna
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